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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  WALI KOTA NOMOR 215 TAHUN 2019 

 TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode 

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, serta dengan diberlakukannya aplikasi 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi oleh 

Pemerintah Pusat yang berlaku untuk semua Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan guna 

mendukung terlaksananya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

Terintegrasi demi terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang 

lebih optimal, maka perlu adanya penyesuaian terhadap kode 

wilayah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 215 Tahun 2019 Tentang Kode Wilayah Untuk Tata 

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang 

Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1282); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang 

Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 969); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2022 Nomor 7); 

9. Peraturan Walikota Nomor 215 Tahun 2019 Tentang Kode 

Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 

215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Nomor 57 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 215 Tahun 2019 Tentang Kode Wilayah Untuk 

Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 215); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 215 TAHUN 2019 TENTANG 

KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 215 Tahun 2019 Tentang 

Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 215) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 215 Tahun 2019 Tentang Kode Wilayah Untuk Tata 

Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 215) diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal 20 Februari 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  20 Februari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

                                 Ttd, 

                    NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR  8 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H 

NIP. 19780608 200903 1 004 
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SALINAN LAMPIRAN  

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 8 TAHUN 2023       

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 215 

TAHUN 2019 TENTANG KODE WILAYAH 

UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

  
KODE  WILAYAH  UNTUK TATA  KEARSIPAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

 425.001 :  WALI KOTA dan WAKIL WALI KOTA 

425.002 : SEKRETARIAT  DAERAH   

 425.010 : ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 425.011 : Bagian Pemerintahan 

 425.012 : Bagian Hukum 

 425.013 : Bagian Kesejahteraan Rakyat 

 425.020 : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  

 425.021 : Bagian Umum 

 425.022 : Bagian Organisasi    

 425.024 : Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana 

 425.030 : ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN  

 425.031 : Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 

 425.033 : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

425.050 : SEKRETARIAT DPRD 

425.101 : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

425.102 : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 

 425.102.1 : UPTD Puskesmas Sukabumi 

 425.102.2 : UPTD Puskesmas Kanigaran 

 425.102.3 : UPTD Puskesmas Wonoasih 

 425.102.4 : UPTD Puskesmas Ketapang   

 425.102.5 : UPTD Puskesmas Jati 

 425.102.6 : UPTD Puskesmas Kedopok 

 425.102.7 

425.102.8 

425.102.9 

: 

: 

: 

UPTD Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan 

RSUD Dr. Mohamad Saleh 

RSUD Ar Rozy 
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425.103 

425.103.1 

425.103.2 

425.103.3 

425.103.4 

425.103.5 

425.103.6 

425.103.7 

425.103.8 

425.103.9 

425.103.10 

425.103.11 

425.103.12 

425.103.13 

425.103.14 

425.103.15 

425.103.16 

425.103.17 

425.103.18 

425.103.19 

425.103.20 

425.103.21 

425.103.22 

425.103.23 

425.103.24 

425.103.25 

425.103.26 

425.103.27 

425.103.28 

425.103.29 

425.103.30 

425.103.31 

425.103.32 

425.103.33 

425.103.34 

425.103.35 

425.103.36 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TK Negeri Pembina 

SDN Kademangan 1 

SDN Kademangan 2 

SDN Kademangan 4 

SDN Ketapang 1 

SDN Ketapang 2 

SDN Ketapang 3 

SDN Pilang 1 

SDN Pilang 2 

SDN Pilang 3 

SDN Pohsangit Kidul 1 

SDN Pohsangit Kidul 2 

SDN Triwung Kidul 1 

SDN Triwung Kidul 2 

SDN Triwung Kidul 3 

SDN Triwung Lor 1 

SDN Triwung Lor 2 

SDN Triwung Lor 3 

SDN Curahgrinting 1 

SDN Curahgrinting 3 

SDN Kanigaran 1 

SDN Kanigaran 3 

SDN Kanigaran 6 

SDN Kebonsari Kulon 1 

SDN Kebonsari Kulon 3 

SDN Kebonsari Kulon 6 

SDN Kebonsari Wetan 1 

SDN Kebonsari Wetan 3 

SDN Sukoharjo 1 

SDN Sukoharjo 3 

SDN Sukoharjo 4 

SDN Tisnonegaran 1 

SDN Tisnonegaran 3 

SDN Jrebeng Kulon 1 

SDN Jrebeng Kulon 2 

SDN Jrebeng Lor 1 
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425.103.37 

425.103.38 

425.103.39 

425.103.40 

425.103.41 

425.103.42 

425.103.43 

425.103.44 

425.103.45 

425.103.46 

425.103.47 

425.103.48 

425.103.49 

425.103.50 

425.103.51 

425.103.52 

425.103.53 

425.103.54 

425.103.55 

425.103.56 

425.103.57 

425.103.58 

425.103.59 

425.103.60 

425.103.61 

425.103.62 

425.103.63 

425.103.64 

425.103.65 

425.103.66 

425.103.67 

425.103.68 

425.103.69 

425.103.70 

425.103.71 

425.103.72 

425.103.73 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

SDN Jrebeng Lor 3 

SDN Jrebeng Lor 7 

SDN Jrebeng Wetan 

SDN Kareng Lor 1 

SDN Kareng Lor 2 

SDN Kedopok 1 

SDN Kedopok 2 

SDN Sumber Wetan 1 

SDN Sumber Wetan 2 

SDN Jati 1 

SDN Jati 4 

SDN Mangunharjo 1 

SDN Mangunharjo 2 

SDN Mangunharjo 4 

SDN Mangunharjo 5 

SDN Mangunharjo 6  

SDN Mangunharjo 7 

SDN Mangunharjo 10 

SDN Mangunharjo 12 

SDN Mayangan 1 

SDN Mayangan 2 

SDN Mayangan 4 

SDN Sukabumi 1 

SDN Sukabumi 2 

SDN Sukabumi 4 

SDN Sukabumi 6 

SDN Sukabumi 7 

SDN Sukabumi 10 

SDN Wiroborang 1 

SDN Wiroborang 4 

SDN Jrebeng Kidul 

SDN Kedung Asem 1 

SDN Kedung Asem 4 

SDN Kedunggaleng 

SDN Pakistaji 1 

SDN Pakistaji 2 

SDN Sumbertaman 1 
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425.103.74 

425.103.75 

425.103.76 

425.103.77 

425.103.78 

425.103.79 

425.103.80 

425.103.81 

425.103.82 

425.103.83 

425.103.84 

425.103.85 

425.103.86 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

SDN Sumbertaman 2 

SDN Wonoasih 1 

SDN Wonoasih 2 

SMPN 1 Probolinggo 

SMPN 2 Probolinggo 

SMPN 3 Probolinggo 

SMPN 4 Probolinggo 

SMPN 5 Probolinggo 

SMPN 6 Probolinggo 

SMPN 7 Probolinggo 

SMPN 8 Probolinggo 

SMPN 9 Probolinggo 

SMPN 10 Probolinggo 

425.104 : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN 

PERIKANAN 

 425.104.1 : UPTD Rumah Potong Hewan 

 425.104.2 : UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 425.104.3 : UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

425.105 : DINAS PERHUBUNGAN 

 425.105.1 : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

425.106 : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DAN PERDAGANGAN  

 425.106.1 : UPTD Pasar  

425.109 

 

425.109.1 

: 

 

: 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak 

425.111 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

425.112 

 

: DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN 

PARIWISATA 

425.113 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

425.116 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 425.116.1 : UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

 425.116.2 : UPTD Pengolahan Sampah  

 425.116.3 : UPTD Laboratorium Lingkungan 

425.117 : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU  
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425.118 

425.119 

425.119.1 

: 

: 

: 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 

UPTD Balai Latihan Kerja 

425.201 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

425.203 : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

425.206 : BADAN   KESATUAN  BANGSA DAN POLITIK  

425.209 : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 

425.210 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

425.301 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

425.302 : INSPEKTORAT 

425.401 : PERUSAHAAN UMUM DAERAH BAYUANGGA (PUDAM 

BAYUANGGA) 

425.501 : KECAMATAN MAYANGAN 

 425.501.1 : Kelurahan Mayangan 

 425.501.2 : Kelurahan Sukabumi 

 425.501.3 : Kelurahan Mangunharjo 

 425.501.4 : Kelurahan Jati 

 425.501.5 : Kelurahan Wiroborang 

425.502 : KECAMATAN KADEMANGAN   

 425.502.1 : Kelurahan Kademangan 

 425.502.2 : Kelurahan Pilang 

 425.502.3 : Kelurahan Ketapang 

 425.502.4 : Kelurahan Triwung Lor 

 425.502.5 : Kelurahan Triwung Kidul 

 425.502.6 : Kelurahan Pohsangit Kidul 

425.503 : KECAMATAN WONOASIH 

 425.503.1 : Kelurahan Wonoasih 

 425.503.2 : Kelurahan Jrebeng Kidul 

 425.503.3 : Kelurahan Pakistaji 

 425.503.4 : Kelurahan Kedunggaleng 

 425.503.5 : Kelurahan Kedung Asem 

 425.503.6 : Kelurahan Sumber Taman 

425.504 : KECAMATAN KANIGARAN 

 425.504.1 : Kelurahan Tisnonegaran 

 425.504.2 : Kelurahan Curah Grinting 

 425.504.3 : Kelurahan Kanigaran 
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 425.504.4 : Kelurahan Kebonsari Kulon 

 425.504.5 : Kelurahan Kebonsari Wetan 

 425.504.6 : Kelurahan Sukoharjo 

425.505 : KECAMATAN KEDOPOK 

 425.505.1 : Kelurahan Sumber Wetan 

 425.505.2 : Kelurahan Kareng Lor 

 425.505.3 : Kelurahan Jrebeng Kulon 

 425 505.4 : Kelurahan Jrebeng Wetan 

 425.505.5 : Kelurahan Jrebeng Lor 

 425.505.6 : Kelurahan Kedopok 

   

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

  HADI ZAINAL ABIDIN 
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